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ABSTRAKSI 

Nama : Muhammad Haykal Basier 

NIM : 202010110311078 

Judul : DISHARMONISASI KETENTUAN 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

BERDASARKAN PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 

Pembimbing : H. Wasis, SH., M.Si, M.Hum 

Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021  Pemutusan Hubungan 

Kerja dihadirkan sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Kehadiran PP ini memberikan dampak 

signifikan terhadap aspek legal, dengan menyediakan arahan yang lebih 

terdefinisi dan spesifik untuk aspek-aspek yang sebelumnya kurang 

terang, sekaligus menimbulkan tantangan hukum yang baru. Tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah menganalisis pengaturan dampak 

Disharmonisasi norma terhadap PP 35 Tahun 2021 pasal 35 huruf b 

dengan pasal 43 ayat 2. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan 

Hukum ini adalah jenis penelitian mendalam dengan penelitian Hukum 

Yuridis Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan 

(Statue Approach). Bahwa hasil adanya ketidakpastian hukum dalam 

Pasal 43 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang 

memperluas makna ketentuan di Pasal 36 ayat 2. Pasal 36 menyatakan 

bahwa perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

jika mengalami kerugian, sedangkan Pasal 43 ayat 2 menyebutkan bahwa 

PHK dapat dilakukan untuk mencegah kerugian. Menurut penulis ada 

cara untuk melakukan penyelesaian Disharmonisasi pasal 36 huruf b dan 
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Pasal 43 Ayat 2 yaitu Menurut penulis ada cara untuk melakukan 

penyelesaian disharmonisasi pasal 36 huruf b dan Pasal 43 Ayat 2 yaitu  

melakukan revisi terkait ketentuan pasal 43 Ayat 2 dan menselaraskan  

dengan ketentuan pasal 36 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2021. 

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja; Pertentang Norma; 

Mengalami Kerugian 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Termination of 

Employment was introduced as an improvement to Law Number 13 of 

2003 concerning Manpower. This regulation has a significant impact on 

the legal aspects, providing more defined and specific guidance for 

previously unclear aspects, while also introducing new legal challenges. 

The research aims to analyze the impact of norm conflicts on Article 

35(b) and Article 43(2) of Government Regulation Number 35 of 2021. 

The type of research used in this legal writing is in-depth research with 

a Normative Juridical Law approach, using the Statute Approach. The 

results indicate legal uncertainty in Article 43(2) of Government  

Regulation Number 35 of 2021, which expands the meaning of the 

provisions in Article 36(2). Article 36 states that a company can 

terminate employment if it suffers losses, while Article 43(2) states that 

termination can be carried out to prevent losses. According to the author, 

there is a way to resolve the disharmony between Article 36(b) and 

Article 43(2), which is through mediation in accordance with Minister of 

Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2019 concerning the 

Resolution of Disharmony in Legislation. 

Keywords: Termination of Employment; Norm Conflict; Suffering Losses 
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